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ABSTRAK

Andi Eby Kumarul AS, Politik Kepariwisataan Dalam Meningkatkan
Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba
(Dibimbing oleh Ahmad Taufik, S.IP., M.AP dan Hamrun, S.IP., M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana politik
kepariwisataan dalam meningkatkan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten
Bulukumba. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan
tipe penelitian desktriptif. Teknik pengumpulan data mengunakan metode
observasi, wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori dari Britton 1991yaitu Internasionalisasi modal, Restrukturisasi
regional dan nasional, Pembangunan kota dan Pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Internasionalisasi Modal diperoleh
hasil bahwa internasionalisasi modal belum diterapkan di sektor pariwisata
kabupaten bulukumba; 2. Restrukturasi Regional dan Nasional diperoleh hasil
bahwa Kabupaten Bulukumba mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik
maupun non-fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk
meningkatkan tatanan pariwisata; 3. Pembangunan Kota diperoleh hasil bahwa
pemerintah kabupaten Bulukumba telah melakukan Pembangunan dan penataan
Kawasan yang memiliki potensi menjadi tempat wisata baru; 4. Pertumbuhan
Ekonomi diperoleh hasil bahwa Upaya pemerintah kabupaten bulukumba dalam
menopang pertumbuhan ekonomi dari segi kepariwisataan adalah dengan
melakukan pembinaan ekonomi kreatif.

Kata kunci : Politik, Kepariwisataan dan Sumber Pendapatan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata ialah salah satu sektor penyumbang devisa paling tinggi di

Indonesia, dimana pemerintah Indonesia saat ini begitu gencar dalam

meningkatkan kualitas sektor pariwisita di era modern serta teknologi yang

semakin maju. Tetapi meningkatkan kualitas objek wisata dalam bidang

pariwisata serta memperkenalkan budaya dan pesona indonesia ke segala

penjuru Negara menjadi value added bagi daerah maupun Indonesia untuk

peningkatan kualitas ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran pemerintah-

pemerintah daerah yang ada di Indonesia di setiap daerah yang ikut serta

medorong Indonesia untuk bersaing di mancanegara. Salah satu daerah

dengan keunggulan sektor pariwisatanya dengan pemanfaatan Sumber Daya

Alam salah satunya berada di Kabupaten Sumbawa (Arisandi, 2022).

Pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perubahan politik

yang sangat terpengaruh oleh waktu dan ruang. Ketika kapitalis mengalami

perubahan bentuk dan strukturnya, pariwisata juga mengalami perubahan

bentuk dan struktur dalam jumlah yang besar. Pariwisata adalah bagian dari

globalisasi ekonomi internasional, mandiri dan berjaringan luas dengan

ketergantungan yang semakin berkurang terhadap negara sebagai satuan

organisasi ekonomi internasional. Dengan adanya perubahan ekonomi yang

sangat dramatis itu berpengaruh pada budaya yang mengarah pada perpecahan
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(fragmentasi), citra, bentuk pertunjukan, kekuasaan pasar dan pandangan

wisatawan berpengaruh besar terhadap pengalaman wisatawan dalam

berwisata (Putu & Prasiasa, 2022).

Peran kepariwisataan dalam memajukan perekonomian Indonesia hingga

saat ini menjadi semakin besar karena sektor kepariwisataan mampu

menyumbangkan devisa negara dalam jumlah yang besar. Seiring dengan

perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, sektor ini telah menjadi

penyumbang devisa terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia setelah

migas. Sektor pariwisata di samping sektor pertanian dalam arti luas maupun

sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, selalu dijadikan prioritas

dalam pembangunan sektoral di daerah Bali. Berbagai aset dan potensi

kepariwisataan yang menarik bagi wisatawan dapat dijumpai dan dinikmati

wisatawan di Bali (Dwijendra, 2018).

(Mustapa, 2019) menjelaskan bahwa Pemerintah daerah memainkan peran

penting dalam mempromosikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Pemerintah pusat maupun level provinsi bertanggung jawab dalam penyediaan

infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan sektor ini. Karena kegiatan

pariwisata utama terjadi di tingkat lokal, maka pemerintah daerah hendaknya

memiliki strategi antisipasi bagi dampak sosio-ekonomi maupun bio-fisik dari

sektor ini. Salah satu problem dalam pesatnya perkembangan industri

pariwisata ialah munculnya berbagai dampak yang tidak diinginkan pada

sejumlah destinasi wisata seperti lingkungan dan masyarakat, di mana jika

tidak diantisipasi, dapat mengancam baik kelayakan ekonomi masyarakat tuan
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rumah, negara, maupun pembangunan pariwisata itu sendiri (Huybers &

Bennet, 2003). Kurang matangnya strategi perencanaan dapat mengakibatkan

kurang efektifnya pengelolaan pengembangan pariwisata (Jamieson & Noble,

2000). Ketidakberhasilan pembangunan pariwisata di sejumlah daerah telah

melahirkan kesadaran kritis untuk memikirkan ulang secara radikal terhadap

konsep pembangunan tradisional terutama dalam hal tujuan dan metode yang

ingin dicapai (Harris, 2000).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang serius digarap oleh

negara-negara didunia dalam rangka mendorong perekonomian nasional

(Bahiyah & Hidayat, 2018) Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar

karena indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas, yang

wilayahnya membentang dari Sumatera sampai Papua. Pariwisata merupakan

salah satu fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga

keadaan ini menjadi sebuah perhatian yang besar dari para ahli dan perencana

pembangunan.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

wisata termasuk juga pengusahaan obyek serta daya tarik wisata serta usaha–

usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Undang-undang No.

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada pasal 3; Kepariwisataan

berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap

wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan

negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan pasal 4; Kepariwisataan

bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan
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kesejahteraan rakyat; c. Menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran;

e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. memajukan kebudayaan;

g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah air; i. memperkukuh

jati diri dan kesatuan bangsa; dan j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Dengan demikian fungsi pengembangan pariwisata ditekankan untuk

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana

terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hadiyat, 2019).

Perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan salah

satunya berada di Kabupaten Bulukumba. Bulukumba menjadi salah satu

daerah yang paling diminati para wisatawan lokal hingga mancanegara. Hal

ini didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah dengan sebutan “Butta

Panrita Lopi” dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang cukup

beragam (Mustapa, 2019).

Kabupaten Bulukumba memiliki letak geografis yang terdiri dari daerah

pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki beragam suku, budaya dan

objek wisata lainnya, sehingga menarik untuk dikunjungi dunia nasional

maupun internasional. Salah satu objek wisata yang paling menawan adalah

kawasan wisata Tanjung Bira yang menawarkan pantai berpasir putih dengan

panorama pesisir yang menakjubkan. Secara geografis pantai ini tepatnya

terletak di ujung selatan provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kecamatan

Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dengan jarak tempuh 41 km dari kota

Bulukumba atau 200 km dari kota Makassar.
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Pemerintah dalam hal ini para stakholders kepariwisataan yang menyadari

besarnya potensi kepariwisataan di daerah berusaha menggali,

mengembangkan serta membangun aset obyek dan daya tarik wisata, yang

merupakan modal awal untuk bangkitnya kegiatan pariwisata. Keputusan ini

harus ditindak lanjuti dengan memikirkan dan mengusahakan serta

membenahi potensi obyek dan daya tarik wisata (Susilawati et al., 2016).

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki peran penting

dalam pengelolaan pariwisata yang ada di kabupaten Bulukumba. Hadirnya

dinas pariwisata merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi

pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan, penyelenggaraan dan

pengembangan pariwisata di daerah.Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba

adalah salah satu unit kerja yang 6 merupakan perangkat dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Bulukumba yang menyelenggarakan dan melaksanakan

tugas-tugas di bidang kepariwisataan Daerah di Kabupaten Bulukumba

berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Fungsi Dinas Pariwisata

ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata, penyelenggara Pariwisata,

pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata di wilayah kerjanya,

koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata.

Menjulang ke langit dan tampak kokoh perkasa, Batu Tongkarayya, wisata

tebing dan pantai batu di Bulukumba ini selalu menggaungkan sensasi rasa. Di

bawahnya mengalir sekumpulan air laut, kadang bergolak dan kadang diam

tenang. Sesekali datang ombak menciumi kaki tebing batu dengan malu-malu.

Wisata baru di Bulukumba ini terletak di Desa Lembanna, sebuah desa wisata
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yang seolah tak pernah sepi oleh kunjungan wisatawan. esa Lembanna terletak

di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Desa

yang luasnya membentang 1200 Ha ini berbatasan dengan Desa Tritiro

Kecamatan Bontotiro di sebelah utara. Desa Lembanna dahulu menyatu atau

bagian dusun dari desa Ara.

Dengan adanya pemekaran desa akhirnya Desa Lembanna berdiri sendiri

terpisah dari Desa Ara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ara. Pada

sebelah timur ada Laut Flores. Sedangkan bagian barat bersebelahan dengan

Kelurahan Sapolohe. Spot lain yang tak kalah menariknya adalah Pantai

Mandala Ria yang menawan dengan pesona airnya yang jernih serta hamparan

pasirnya yang putih lembut. Belum lagi tebing Mattoanging di mana

pengunjung dapat menikmati hamparan laut teluk Bone dan Tanjung Bira.

Satu lagi spot istimewa yang merupakan wisata sejarah purbakala yakni Gua

Passea.

Berdasarakan uraian latar belakang permasalahan yang telah di

kemukankan, adapun penelitian ini berjudul “Politik Kepariwisataan Dalam

Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di

Kabupaten Bulukumba”.

B. Rumusan Masalah



7

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini, adalah, “Bagamanakah politik kepariwisataan

dalam meningkatkan pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba”.

C. Tujuan Penulisan

Mengetahui bagaimana politik kepariwisataan dalam meningkatkan

pendapatan sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya pada bidang ilmu pemerintahan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis

melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan

teori-teori yang penulis dapat selama proses perkuiahan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan atau ilmu

kepada para pembaca.

3. Manfaat Akademis
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Dapat menjadi pegangan dan panduan saat melakukan penelitian

serta dapat dijadikan sebagai tinjau pustaka atau peneliti terdahulu.

BAB II
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan berbagai perbandingan

dan bahan referensi. Selain itu menhindari adanya asumsi adanya kesamaan

dengan penelitian ini, peneliti mencantukan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No. Nama penelitian judul Hasil penelitian

1. Bahrudin, Nike

Mutiara Fauziah

(Governance,

2022)

Politik Pariwisata:

Analisis Peran

Aktor Hexa Helix

dalam Inovasi

Kebijakan

Pariwisata di

Kabupaten

Banyumas

Aktor Hexa Helix di Sektor

Pariwisata yang terdiri dari

Pemerintah, Swasta,

Media, Perguruan Tinggi,

Lembaga Swadaya

Masyarakat (NGOs)/

Interest Group lainnya, dan

Masyarakat Terdampak

memainkan peran penting

dalam inovasi kebijakan

pariwisata. Salah satu

wilayah yang memiliki

potensi pariwisata adalah

Kab.Banyumas. Berbagai

aktor ini tentu

mempengaruhi inovasi
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kebijakan pariwisata di

Kabupaten Banyumas

sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya. Artikel ini

bertujuan menganalisis

peran dari masing-masing

aktor Hexa Helix dalam

inovasi kebijakan

pariwisata di

Kab.Banyumas. Metode

Penelitian menggunakan

metode penelitian kualitatif

melalui wawancara,

analisis dokumen dan FGD.

Penelitian ini menemukan

bahwa peran dari masing-

masing aktor dalam inovasi

kebijakan pada realitasnya

di Kabupaten Banyumas,

masih didominasi oleh

peran dari Pemerintah

Kabupaten Banyumas

dalam hal ini Dinas
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Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Banyumas

sebagai leading sector

kebijakan pariwisata

sementara aktor lainnya

belum memiliki area yang

signifikan untuk berperan

dalam inovasi kebijakan

pariwisata di Kabupaten

Banyumas.

2. (Zuniandi

Robby, 2021)

Politik Anggaran

Dan Pengelolaan

Retribusi Pada

Objek Wisata di

Aceh Selatan

Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui pola

kebijakan anggaran dalam

sektor pariwisata di

Kabupaten Aceh Selatan

dan mengetahui kebijakan

alokasi anggaran dalam

sektor pariwisata di

Kabupaten Aceh Selatan.

Metode penelitian ini

menggunakan pendekatan

kualitatif dengan jenis
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penelitiannya penelitian

deskriptif. Informan

penelitian ini terdiri pihak

Dinas pariwisata dan

masyarakat. Teknik

pengumpulan data

dilakukan dengan

wawancara, observasai dan

dokumentasi. Alokasi

anggaran untuk

pengembangan pariwisata

di Kab. Aceh Selatan

sangat minim. Pemerintah

hanya dapat

mengalokasikan dana

dalam jumlah terbatas

untuk pengembangan

kawasan wisata tertentu

saja. Dalam 5 tahun

terakhir, masih banyak

objek wisata yang belum

dikembangkan dengan

baik. Disamping itu,
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adanya beberapa hambatan

dalam kebijakan

pengembangan sektor

pariwisata antara lain:

interaksi antara pemerintah

dengan swasta dan

masyarakat, aspek

manajemen pembangunan

sarana-prasarana, anggaran,

aspek manajemen

pemasaran dan promosi

dan aspek SDM

3. Mebri, Fredrick

Hendrick

Suradinata,

Ermaya

Jayapura

(Mebri et al.,

2022)

Strategi

Pengembangan

Pariwisata Dalam

Meningkatkan

Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di

Kota Jayapura

Provinsi Papua

Salah satu sektor yang

dapat menunjang

peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) adalah

sektor pariwisata. Namun

sektor pariwisata di Kota

Jayapura belum dikelola

dan dimanfaatkan secara

optimal. Penulis berfokus

pada permasalahan

banyaknya aset wisata di
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Kota Jayapura yang masih

dikuasai oleh pemilik hak

ulayat dengan melakukan

pungutan liar, kurangnya

hubungan kerjasama

dengan dinas-dinas terkait

dalam membangun dan

mengembangkan objek

wisata, dan kurangnya

partisipasi masyarakat

dalam mengembangkan

objek wisata. Penelitian ini

menggunakan metode

kualitatif dengan

pendekatan deskriptif untuk

menggambarkan tentang

keadaan di lapangan yang

kemudian diteliti untuk

menemukan pemecahan

masalah yang bersifat

umum. Data yang

dihimpun untuk penelitian

ini adalah data yang terkait
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dengan analisis ASOCA

terhadap strategi

pengembangan pariwisata

dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah

(PAD) serta implikasinya

dalam menentukan strategi

yang akan dilakukan oleh

Dinas Pariwisata Kota

Jayapura Provinsi Papua.

Tujuan dari penelitian ini

adalah mencar tahu sejauh

mana strategi Dinas

Pariwisata dalam

pengembangan pariwisata

untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah di

Kota Jayapura seiring

dengan fenomena yang

menggambarkan hambatan

yang dihadapi dan upaya

dalam mengatasi hambatan
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Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang di paparkan, dapat

disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini pada :

1. Dari perbedaan diatas yaitu dimana penelitian terdahulu membahas

tentang Politik Pariwisata: Analisis Peran Aktor Hexa Helix dalam Inovasi

Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Banyumas sedangkan peneliti

membahas tentang politik pariwistaa terhadap perkembangan sedangkan

persamaanya sama-sama membahas tentang politik pariwisata

2. Adapun judul penelitian yaitu membahas tentang Politik Anggaran Dan

Pengelolaan Retribusi Pada Objek Wisata di Aceh Selatan sedangkan

penelitian pembahas tentang politik pariwisata dalam meningkatkan

pendapatan daerah sama-sama membahas tentang politik pariwisata dalam

meningkatkan pendapatan.

3. Dari perbedaan di atas perbedannya yaitu Strategi Pengembangan

Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota

Jayapura Provinsi Papua sedangkan peneliti membahas tentang politik

pariwista persamannya yatu sama-sama membahas tentang pendapatan

anggaran daerah.

B. Kerangka Teori

1. Politik

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan

kebaikan bersama (Teori Klasik Aristoteles). politik adalah hal yang berkaitan

dengan penyelenggaraan Publik pemerintahan dan negara. politik adalah

segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik
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Pemerintahan. Pariwisata tumbuh dan berkembang di tengah-tengah

perubahan politik yang sangat terpengaruh oleh waktu dan ruang. Ketika

kapitalis mengalami perubahan bentuk dan strukturnya, pariwisata juga

mengalami perubahan bentuk dan struktur dalam jumlah yang besar. Dengan

demikian berarti bahwa memahami pariwisata tidak dapat terlepas dari

pemahaman tentang kapitalis. Richter(1989) menyebutkan pariwisata massal

(mass tourism) merupakan contoh yang baik untuk menjelaskan

industrikapitalis modern dan fenomena sosio-kultural.

Industri kapitalisme bangsa barat telah mengalami perubahan struktur

yang sangat tajam sekitar tahun 1980- andengan adanya pergeseran-pergeseran

dari regional, nasional dan internasional dalam kesempatan meningkatkan

modal dan kesempatan kerja. Salah satu indikasi dari sisi demografi yang

terkait dengan perkembangan pariwisata adalah timbulnya kawasan

urbanisasi di sekitar daya tarik wisata. Kawasan urbanisasi memposisikan

dirinyasebagai pusat konsumsi dalam sistem kapitalis yang terus

mendunia. Penciptaan ciri khas dengan memanfaatkan modal

budaya menjadi dasar untuk menciptakan atau menghidupkan

kembali tonggak investasi regional dan internasional. Atas dasar penciptaan

yang memiliki ciri khas tersebut, maka produk pariwisata dapat dijadikan

elemen penting dalam rangka politik pariwisata. Karena politik itu tidak

jauh dari kekuasaan, “siapa memperoleh apa”, “di mana”, “bagaimana” dan

“mengapa”, maka sudah tepat jika pariwisata diidentikkan dengan

masyarakat kapitalis.
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Penelitian yang berdimensi politik pariwisata cenderung bersifat

insidental dengan pertimbangan sosial, ekonomi atau lingkungan

sebagai fokusnya. Bahkan jika dikaitkan dengankebijakan pariwisata,

seharusnya penelitian dengan dimensi politik pariwisata lebih

mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan,dan bukan apa dan bagaimana

hal tersebut terjadi. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian

pariwisata hubungan antara politik dan pariwisata dapat terjadi pada level

internasional, nasional, regional, lokal dan pada tingkatan perorangan.

Tiap-tiap tingkatan tersebut akan menggambarkan kedinamisan

struktur dan kedinamisan analisis dari penelitian tersebut. Jika dalam

analisis tersebut dimasukkan sistem kapitalisme yang tengah berlangsung,

maka penelitian pariwisata akan dapat menggambarkanmakna sosial dan

materialitas ruang dan tempat yang diciptakan pada praktik pariwisata itu

sendiri. Penggambaran tersebut menurut Britton (1991:478) dapat dimasukkan

dalam “proses akumulasi”.Jika dikaitkan dengan fenomena pariwisata

khususnya waktu senggang (leisure time), maka fenomena tersebut terkait

dengan perjuangan untuk mengontrol waktu dan ruang yang melibatkan

kelompok-kelompokdalam masyarakat, suatu upaya dari kelompok

dominan untuk mencari legitimasi melalui Undang-Undang Kepariwisataan

yang ada, sedangkan pada sisi lain ada kelompok-kelompok yang

menolak Undang-Undang Kepariwisataan tersebut dengan berbagai alasannya.

2. Kepariwisataan
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Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang

Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada upaya mengejar

pertumbuhan (growth) dengan mengandalkan modal dari kaum kapitalis

dan apalagi menempatkan pariwisata dalam konteks kapitalisme akan

banyak berhadapan pada apa yang dinamakan dominasi, yang dalam hal ini

bisa terjadi pada suatu masyarakat tempat pariwisata itu dikembangkan

atau juga pada daerah tempat pengembangan pariwisata itu dilaksanakan.

Adapun sumber dominasi yang melanda masyarakat dan daerah tersebut

dapat berasal dari dua hal yaitu pemerintah melalui kebijakan yang

dihasilkan yang terkait dengan pariwisata, dan kapitalis melalui modal

yang ditanamkan dengan tujuan mengeruk sebanyak mungkin sumber

daya alam dan potensi sumber daya budaya yang ada di daerah itu.

Akibatnya, masyarakat yang merupakan salah satu representasi dari civil

society akan didesak oleh dua kekuatan politik yaitu negara (state) dengan

kebijakannya dan kepentingan-kepentingan pasar (market) yang dibawa oleh

kapitalis. Jika kondisi ini tidak diatasi, masyarakat dan pariwisata akan

tergerus oleh dinamika politik yang berkembang.

Untuk mencegah kehancuran pariwisata sebagai akibat tekanan politik

dari state dan market itu, maka penelitian-penelitian akademis yang

berperspektif politik dari pariwisata sangat diperlukan terutama

bagaimana mengatasi dominasi statedalam pembuatan kebijakan

pariwisata. Selain itu Agger (2005:362-363) menyebutkan bahwa kerja
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akademik yang berperspektif tertentu akan dapat menunjukkan bagaimana

dominasi beroperasi dan bagaimana dominasi dapat dilawan dan diatasi

dari hidup sehari-hari manusia maupun dari atas, oleh politisi dan pembuat

kebijakan. Jika penyebabnya sudah diketahui, muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

pengusaha.

Pariwisata merupakan elemen utama dari beberapa masalah utama di

bidang ekonomi pada era politik sekarang ini. Contohnya adalah

internasionalisasi modal, restrukturisasi regional dan nasional,

pembangunan kota dan pertumbuhan ekonomi (Britton, 1991). Pemahaman

ekonomi secara politik kritis dengan beberapa pengecualiannya (Urry,

1990) hampir selalu terabaikan. Sebagai contoh dalam membahas politik

pariwisata berkelanjutan, fokus utamanya cenderung pada masalah ekologi

dan proses-proses ekonomi, sedangkan kerangka kerja politik dan budaya

tidak mendapat perhatian.

Dalam mempelajari politik pariwisata, perlu mengetahui teori politik dan

nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik

secara eksplisit dan implisit. Karena dalam menganalisis menghasilkan

kekuatan dan kelemahan yang berbeda, maka para peneliti politik

pariwisata cenderung mempergunakan pendekatan teoritis untuk

menyerang masalah-masalah kebijakan. Dalam penelitian politik pariwisata

juga diadopsi pendekatan dialektika, dengan titik tolaknya adalah pandangan-
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pandangan yang ada pada masyarakat. Kesimpulannya adalah bukan bukti-

bukti formal, melainkan saling pengertian dari masalah-masalah yang dibahas.

Namun demikian, beberapa penelitian pariwisata gagal menjelaskan

pariwisata sebagai fenomena sosial yang kompleks.

Politik pariwisata yang bertujuan menganalisiskebijakanbiasanya dimulai

dengan premis posibilitas, dengan sudut pandang yang dapat

diperdebatkan dan terus berubah, bukannya prinsip-prinsipyang mutlak

dan fakta-fakta yang kaku. Analisa kebijakan bukannya menghasilkan

bukti-bukti formal tetapi hanya argumentasi yang bersifat meyakinkan.

Analisa kebijakan membantu pertimbangan-pertimbangan umum melalui

kritik, nasihat.

Penelitian yang berdimensi politik pariwisata cenderung bersifat insidental

dengan pertimbangan sosial, ekonomi atau lingkungan sebagai fokusnya.

Bahkan jika dikaitkan dengan kebijakan pariwisata, seharusnya penelitian

dengan dimensi politik pariwisata lebih mempertimbangkan apa yang menjadi

tujuan, dan bukan apa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Lebih lanjut dapat

dikemukakan bahwa dalam penelitian pariwisata hubungan antara politik dan

pariwisata dapat terjadi pada level internasional, nasional, regional, lokal dan

pada tingkatan perorangan. Tiap-tiap tingkatan tersebut akan menggambarkan

kedinamisan struktur dan kedinamisan analisis dari penelitian tersebut

(Martusa et al., 2011).

3. Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata
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Pada masa otonomi daerah, daerah otonom diberi kewenangan yang lebih

besar untuk mengatur dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi

daerah adalah ketika daerah otonom mampu membiayai pengeluaran daerahnya

sendiri, yaitu melalui upaya penggalian potensi-potensi daerah yang dapat

dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam hal ini

PAD memiliki kontribusi terhadap APBD, besarnya kontribusi PAD terhadap

APBD dapat mencerminkan kemampuan manajerial pemerintah daerah dalam

mengelola berbagai sumber penerimaan daerah yang sekaligus mencerminkan

potensi per-ekonomian daerah (Jaenudin. Muh. Taufiq, 2019).

Pendapatan Asli Daerah adalah Pemerintah daerah melalui upayanya

memenuhi kewajiban daerah salah satu tujuannya yaitu meningkatkan

perekononomian yang diharapkan secara langsung akan berdampak

meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam rangka memenuhi tujuan

tersebut pemerintah diharapkan dapat mempunyai sistem keuangan sendiri baik

dari sisi pendapatan maupun pengeluaran sehingga tidak bergantung pada

pemerintah pusat (Yasin, 2020).

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tahu keuangan setiap

kabupaten atau kota oleh karena itu kinerja keuangan bisa ditingkatkan melalui

peningkatan pelayanan dari setiap kabupaten atau kota dan ditunjang oleh

infrastruktur yang memadahi agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat

dan pelayanan publik bisa maksimal (Yasin, 2020).
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Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses

pembanmgunan daerah (Sarmila et al., 2018). Pendapataan daerah sebagaimana

dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan,

dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli

daerah merupakan sumber sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan

peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam mebiayai

pembangunan daerah prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan yang

gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan

dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah (Mentari, 2022).

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan

perekonomian nasional maupun daerah karena sektor tersebut memberikan

kontribusi terhadap pendapatan (Cahyadi et al., 2015). Potensi pariwisata yang

cukup besar pada suatu daerah masih memungkinkan bagi peningkatan PAD

dari sektor pariwisata. Selain itu, sektor pariwisata berperan penting terhadap

peningkatan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan

berusaha, memberikan kontribusi dalam penerimaan negara yang dihasilkan

dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal serta

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berperan dalam

mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap daerah dituntut untuk dapat

menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai pendapatan

untuk membiayai pengeluaran daerah. Upaya yang dapat dilakukan adalah

meningkatkan kualitas layanan serta melakukan kreasi dan inovasi untuk
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meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sehingga dapat meningkatkan

penerimaan daerah terutama melalui retribusi objek wisata (Pleanggra & Edy

Yusuf, 2012).

Salah satu sektor yang bisa diharapkan untuk meningkatkan PAD ini

adalah melalui pajak dari sektor pariwisata. Seperti halnya dalam pajak yang

ditetapkan oleh pemerintah di pariwisata. Pajak pariwisata merupakan pajak

yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dimana berasal dari pajak hotel

(termasuk wisma pariwisata, losmen, pesanggrahan, rumahpenginapan, rumah

kost), pajak restoran (rumah makan, kafe, kantin, warung, dan katering), pajak

hiburan (pergelaran seni,musik, tari, pargelaran busana,pameran dan karaoke)

(Mentari, 2022).

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu

pendapatan asli daerah, retribusi menjadi salah satu pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi mempunyai peranan

yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasikan

pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah

maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sedangkan kontribusi Retribusi Pariwisata pada Kabupaten Bulukumba

diperoleh dari Retribusi pemakaian kekayaan daerah atau penyewaan tanah dan

bangunan, kemudian retribusi tempat khusus parkir dan terakhir rebtribusi

tempat rekreasi, dan kabupaten bulukumba dikenal dengan wisatanya yang

indah. Objek-objek wisata yang terdapat di kabupaten bulukumba ialah seperti
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pantai bira, makam dato tiro, permandian hilla-hilla, puncak pus janggo,

lolisang, samboang, pulau lemo-lemo, alam kahayya dan terakhir alam bravo

45 (Mentari, 2022).

Upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya

yakni dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya yang menjadi

sumber penerimaan pendapatan daerahnya. Pendapatan daerah sendiri

berkaitan dengan sektor retribusi daerah, sehingga daerah mampu menggali

secara maksimal potensi sumber daya alam yang ada khususnya yang berupa

objek wisata. Indonesia memiliki banyak sekali potensi budaya dan alam yang

sangat besar yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (Said, 2021).

Pembangunan Kepariwisataan di daerah terletak pada penekanan terhadap

kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang

terkait dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan

sumber daya fisik secara lokal. Bahkan dengan adanya pelaksanaan otonomi

daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana

perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber

pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan

berkelanjutan (Jaenudin. Muh. Taufiq, 2019).
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Salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor

pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata daerah Kabupaten Mamuju

didukung Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang

menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat

menguntungkan, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan lingkungan,

memperkukuh jati diri bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air (Jaenudin.

Muh. Taufiq, 2019).

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang

diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam

dan budaya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang

pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan. Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mian, 2009).

C. Kerangka Pikir

Dalam mempelajari politik pariwisata, perlu mengetahui teori politik dan

nilai-nilai politik yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan publik

secara eksplisit dan implisit. Karena dalam menganalisis menghasilkan

kekuatan dan kelemahan yang berbeda, maka para peneliti politik pariwisata

cenderung mempergunakan pendekatan teoritis untuk menyerang masalah-

masalah kebijakan. Dalam penelitian politik pariwisata juga diadopsi

pendekatan dialektika, dengan titik tolaknya adalah pandangan-pandangan

yang ada pada masyarakat.
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Kesimpulannya adalah, bukan bukti-bukti formal, melainkan saling

pengertian dari masalah-masalah yang dibahas. Namun demikian, beberapa

penelitian pariwisata gagal menjelaskan pariwisata sebagai fenomena sosial

yang kompleks. Politik pariwisata yang bertujuan menganalisis kebijakan

biasanya dimulai dengan premis posibilitas, dengan sudut pandang yang dapat

diperdebatkan dan terus berubah, bukannya prinsip-prinsip yang mutlak dan

fakta-fakta yang kaku. Analisa kebijakan bukannya menghasilkan bukti-bukti

formal tetapi hanya argumentasi yang bersifat meyakinkan

Pariwisata merupakan elemen utama dari beberapa masalah utama di

bidang ekonomi pada era politik sekarang ini. Contohnya adalah

internasionalisasi modal, restrukturisasi regional dan nasional, pembangunan

kota dan pertumbuhan ekonomi (Britton, 1991).

Pemerintah dalam hal ini para stakholders kepariwisataan yang menyadari

besarnya potensi kepariwisataan di daerah berusaha menggali,

mengembangkan serta membangun aset obyek dan daya tarik wisata, yang

merupakan modal awal untuk bangkitnya kegiatan pariwisata. Keputusan ini

harus ditindak lanjuti dengan memikirkan dan mengusahakan serta

membenahi potensi obyek dan daya tarik wisata. Kabupaten Bulukumba

khususnya sektor pariwisata merupakan salah satusektor yang strategis dan

potensial untuk dikelola, dikembangkan, dan dipasarkan, mengingat potensi

obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Bulukumba sangat beragam meliputi

obyek wisata daerah pantai, dataran rendah sampai daerah pegunungan

dibeberapa Kecamatan (Martusa et al., 2011).
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Gambar 2.1 kerangka pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian

dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam

tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini yaitu internasionalisasi

modal, restrukturisasi regional dan nasional, pembangunan kota dan

pertumbuhan ekonomi.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Politik Kepariwisataan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor

Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba

Indikator yang mempengaruhi kinerja Politik Pariwisata

(Britton, 1991)

1. Internasionalisasi modal
2. Restrukturisasi regional dan nasional,

3. Pembangunan kota dan
4. Pertumbuhan ekonomi

Terwujudnya Politik Kepariwisataan Dalam

Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor

Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba
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1. Internasionalisasi modal merupakan sebuah bisnis yang menjadi

primadona di berbagai negara negara di dunisa. bahkan bisnis yang

menjadi tersebut melibatkan keuangan berbagai Perusahaan-perusahaan

besar lainnya. Internasionalisasi modal dalam hal ini seperti apa bentuk

internasionalisasi modal yang diterapkan dalam pariwisata di kabupaten

Bulukumba.

2. Restrukturisasi regional dan nasional merupakan penataan kembali agar

struktur dan tatanannya menjadi baik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana

pemerintah melakukan penataan kembali tempat wisata yang ada di

kabupaten bulukumba agar struktur dan tatanannya lebih baik.

3. Pembangunan kota dalam ini merupakan proses pertumbuhan wilayah kota

atau daerah pariwisata sehingga diminati oleh orang luar. Pembangunan

kota dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana proses Pembangunan

daerah khususnya daerah yang mempunyai potensi pariwisata yang

diupayakan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba agar tatanan

pariwisatanya lebih baik dari segi Pembangunan.

4. Pertumbuhan ekonomi merupakan cara meningkatkan usaha kegiatan dan

sebagaimana melalui potensi sumber daya dan objek wisata serta adanya

peningkatan kualitas ekonomi Masyarakat di wilayah tempat wisata yang

ada di kabupaten bulukmba.

BAB III
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METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten

Bulukumba dengan judul Politik Kepariwisataan Dalam Meningkatkan

Sumber Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba. dan

dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adapun alasan memilih obyek lokasi

penelitian tersebut adalah karena menjadi sumber informasi dan pengambilan

data yang dapat mendukung penelitian.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Politik

Kepariwisataan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Dari Sektor

Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba adalah:

1. Jenis penelitian

Menurut Moleong dalam (Rafika Ulfa, 2007), penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Proses

penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap

narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami

bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam
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lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan

gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu peran

pemerintah dalam meningkatkan modal sosial untuk kebertahanan

masyarakat yang terdiri dari peran alokasi sumber daya, peran regulator,

dan peran kesejahteraan sosial. Dengan berusaha melihat fenomena yang

terjadi.

C. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dijaring dari sumber data primer dan

sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang

diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian.

Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara

langsung, hasil survei, dan kuisioner terhadap responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui

sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti

untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari

peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian

menyediakannya agar bisa dipakai peneliti lain. Data ini juga bisa
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dikumpulkan untuk proyek tertentu tanpa tujuan penelitian khusus,

seperti untuk keperluan sensus nasional. Peneliti memanfaatkannya

untuk menjawab masalah dari penelitian baru, atau untuk mencari

tahu sudut pandang alternatif pada pertanyaan asli dari riset

sebelumnya.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai

keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan

penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok-pokok

permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan

data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan

penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling dimana

metode tersebut metode tersebut adalah mengambil sampel yang dapat

mewakili perspektif lebih lias dari kriteria, yang sudah ditetapkan

sebelumnya dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan

penelitian terkait Politik Kepariwisataan Dalam Meningkatkan Sumber

Pendapatan Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bulukumba.

Tabel 3.1
Informan penelitian
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No. Informan Penelitian Jabatan
1. Andi Ariyono, S.IP., MM Adyatama

Kepariwisataan dan
Ekonomi Kreatif.

2. Wawan Pengunjung Pantai Bira.

3. Muhammad Azzam Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Jenis-jenis teknik pengumpulan data yang pertama adalah

observasi. Teknik ini diterapkan dengan melakukan langsung pengamatan

terhadap objek yang akan diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan dan

mengamati objek penelitian dengan mata kepala sendiri yang kemudian

dikumpulkan dalam sebuah catatan. Observasi dibagi menjadi tiga,

pertama adalah observasi partisipatif, kedua adalah observasi langsung

atau terselubung, dan ketiga adalah observasi tidak terstruktur. Ketiganya

merupakan teknik observasi yang penting untuk diketahui.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai

dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara

dengan responden.

3. Dokumentasi
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Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik

observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran

dataatau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang

ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan

data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data

(data reduction), 2). Penyajian data (data display), 3). Penarikan serta

pengujian kesimpulan (drawing and verifyingconclusions).

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama,

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data.

Pada tahap kedua, peneliti menyususn kode-kode dan catatan-catatan

mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta

proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema,

kelompokkelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan langkah-

langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu

dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis
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benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif

data biasanya beraneka ragam perspektif danterasa bertumpuk, maka

penyajian data (data display) pada umumnya sangat diyakini sangat

membantu proses analisis.

3. Penarikan Serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions).

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan

(drawing dan verifying conclusions), peneliti pada dasarnya

mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola

data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Triangulansi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang

telah ada. Dengan demikian triangulansi sumber, triangulansi teknik

pengumpulan data dan triangulansi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil

pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan

hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik
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Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber

yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan

observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas

data tersebut menghasilkan data yang berbedabeda maka penelitian melakukan

diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk

memastikan data mana yang dianggap benar karena sudut pandangnya

berbeda-beda.

3. Triangulansi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga

dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi

tugas melakukan pengumpulan data.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota

Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan

berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota

Makassar sekitar 153 Km. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak

pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50”

sampai 120°28” Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten

Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone,

sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Secara kewilayahan, Kabupaten

Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa.

Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni

dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran

rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian

antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan

pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan

Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan

Kajang dan Kecamatan Herlang.
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Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari

permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan

Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan

Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan

Rilau Ale. Dan daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang

mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari

permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan

Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan

topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah

sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika

dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka

dataran tinggi mencapai 49,72%. Penduduk di Kabupaten Bulukumba dari

berbagai macam suku bangsa yang sebahagian besar adalah suku Bugis,

dan Makassar.

Selain itu terdapat juga satu suku yang masih memegang teguh tradisi

leluhur dengan mempertahankan pola hidup tradisional yang bersahaja dan

jauh dari kehidupan modern, yakni Suku Kajang. Suku Bugis Makassar

yang dikenal sebagai pelaut sejati, telah menumbuhkan budaya maritim

yang cukup kuat dimasyarakat Bulukumba dengan slogan "Bulukumba

Berlayar", masyarakat Bulukumba menyatakan eksistensinya dengan kata

layar mewakili pemahaman subyek perahu sebagai refleksi kreatifitas dan

karya budaya yang telah mengangkat Bulukumba di percaturan
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kebudayaan nasional dan internasional, sebagai 'Bumi Panrita Lopi'. Selain

itu budaya keagamaan yang kental juga cukup mempengaruhi tatanan

kehidupan masyarakat Bulukumba.

Sentuhan ajaran agama islam yang dibawah oleh ulama besar dari

Sumatera, yang masing-masing bergelar Dato’ Tiro (Bulukumba), Dato

Ribandang (Makassar), dan Dato Patimang (Luwu), telah menumbuhkan

kesadaran religius dan menimbulkan keyakinan untuk berlaku zuhud, suci

lahir bathin, selamat dunia akhirat dalam rangka tauhid “appaseuwang”

(Meng-Esa-kan Allah SWT).

Penduduk Bulukumba secara umum menggunakan bahasa Indonesia

sebagai bahasa pengantar disamping bahasa daerah. Bahasa daerah yang

digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Bugis dan Bahasa Konjo yang

berdialek Makassar, yang keduanya merupakan bahasa pengantar dalam

lingkungan keluarga dan terutama di daerah pedesaan. Kabupaten ini

mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada

kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman

perkebunan, maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk

iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara

Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September.

Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa

kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang,

stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun
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Bulo–bulo dan stasiun Herlang. Daerah dengan curah hujan tertinggi

terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah

memiliki curah hujan sedang dan pada bagian selatan curah hujannya

rendah.

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan

mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat

kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan

sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran

terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah

bagian barat. Sungai di kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri

dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang

603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km,

sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-

sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha.



41

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba Kabupaten Provinsi
Sulawesi Selatan.

2. Profil Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba

Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja

yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas dibidang

kepariwisataan daerah di Kabupaten Bulukumba berdasarkan ketentuan

dan peraturan yang berlaku. Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Dinas Daerah Kabupaten/Kota

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah” (Amdi, 2021).
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Kantor Dinas Kebuyadaan dan Pariwisata wilayah Kabupaten

Bulukumba, Sulawesi Selatan memiliki tugas untuk melaksanakan urusan

pemerintahan Kabupaten Bulukumba dalam bidang budaya dan pariwisata

berdasarkan asas otonomi daerahnya. Melalui kantor Dinas pariwisata dan

kebudayaan atau yang disingkan Disparbud ini, berbagai urusan

pemerintah daerah terkait bidang pariwisata dan kebudayaan dilakukan.

Adapun tugas Disparbud adalah sebagai pelaksana urusan pemerintah

daerah pada bidang pariwisata dan pelestarian budaya di wilayah kerjanya.

Fungsi Disparbud ialah merumuskan kebijakan bidang pariwisata,

kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan

kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan

budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan

koordinasi urusan pariwisata dan budaya. Terkait dengan tugas dan

fungsinya, Disparbud berwenang untuk mengeluarkan izin-izin bidang

pariwisata meliputi Izin Usaha Pariwisata untuk travel agent dan lainnya,

mengurus Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP), Tanda Daftar Usaha

Pariwisata atau TDUP meliputi surat Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan

Wisata, Tanda Daftar Usaha Penyedia Akomodasi, Tanda daftar Usaha

Kawasan Pariwisata, dan lainnya. Selain izin-izin bidang pariwisata,

Disparbud juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin terkait

bidang kebudayaan seperti kegiatan kebudayaan, alih fungsi bagunan

bersejarah dan lainnya. Untuk informasi lainnya Anda dapat berkunjung
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langsung pada kantor Disparbud terdekat, menghubungi kontak telepon,

atau mengakses website resmi Disparbud untuk informasi umum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 87 tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Pariwisata :

1. Dinas Pariwisata mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Dinas pariwisata mempunyai fungsi;

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;

c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

pariwisata ;

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata;

e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

di bidang pariwisata;

f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Hasil Penelitian

1. Internasionalisasi Modal

Internasionalisasi modal merupakan sebuah bisnis yang menjadi

primadona di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan bisnis tersebut
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melibat keuangan berbagai Perusahaan-Perusahaan besar lainnya.

Kegiatan pasar modal ini melibatkan perputaran modal yang sangat besar

dari beberapa pemilik modal ke beberapa perusahaan. Oleh karenanya,

keberadaan pasar modal tersebut harus dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pasar modal memiliki sebuah lembaga pengelola pasar modal (badan

pengawas pasar modal/bapepam), standardisasi format

pertanggungjawaban perusahaan go publik sebagai pengelola dana kepada

para pemilik dana dan beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah

sebagai syarat pendirian sebuah pasar modal (Martusa et al., 2011).

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan

jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti saham,

surat utang (obligasi), reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif dari

efek atau surat berharga. Sementara itu, contoh pasar modal yang terbesar

di dunia saat ini adalah New York Stock Exchange, NASDAQ Stock

Exchange, London Stock Exchange, Japan Stock Exchange, dan Shanghai

Stock Exchange. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi,

yaitu mempertemukan issuer dengan pemodal atau investor. Selain itu juga

memiliki finansial, yakni memberikan return bagi pemilik dana sesuai

dana sesuai dengan instrumen yang dipilih.

“Untuk internasionalisasi pasar modal, belum diterapkan di bagian
pariwisata di kabupaten Bulukumba. Hal karena pengelolaan pariwisata
masih di Kelola oleh penduduk daerah asli Bulukumba. Untuk sumber
dana nya juga, pariwisata di Bulukumba masih di danai oleh pemerintah”.
(Wawancara dengan AA pada 04 Agustus 2023).
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Dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Bulukumba, belum sampai

pada Internasionalisasi pasar modal. jadi pengelolaan dan pendanaan

masih pegang oleh pemerintah dan pengelola serta mendapat bantuan dari

pemerintah dan provinsi maupun dari kementerian.

2. Restrukturasi Regional Dan Nasional

Restrukturisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang perlu

dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap

berbagai aspek di dalam organisasi/perusahaan agar organisasi lebih

berdaya. Kata lain dari restrukturasi adalah penataan Kembali. Dalam

meningkatkan jumlah kunjungan di kabupaten bulukumba,

ditingkatkannya perbaikan infrastruktur, baik dari segi akses maupun

peningkatan jumlah fasilitas yang ada serta peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang wisata.

Hal ini diperuntukkan agar SDM yang terlibat didalamnya mampu

mengelola bahkan mampu memberikan kemajuan terhadap pengembangan

pariwisata sehingga mampu menarik wisatawan khususnya wisatawan luar

negeri. Dalam hal ini sumber daya manusia yang berkualitas memegang

peranan sangat penting kegiatan pariwisata terutama ketika pemerintah

Indonesia memulai menerapkan kebijakan otonomi daerah. Dengan

demikian diharapkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia

di Indonesia semakin meningkat khususnya dalam sektor pariwisata

sehingga memenuhi standarisasi internasional.
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Kabupaten Bulukumba mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK)

fisik maupun non-fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

untuk dana DAK non fisik di dapat untuk meningkatkan sumber daya

manusia (SDM) di bidang kepemanduan, peningkatan kualitas SDM di

bidang pasaran digital, peningkatan kualitas SDM di bidang tata Kelola

desa wisata.

“Untuk DAK non fisik mulai tahun 2019 kita dapat untuk peningkatan
SDM, jadi kita buat semacam pelatihan tata Kelola destinasi, peningkatan
SDM di bidang kepemanduan, kemudian peningkatan SDM di bidang
pasaran digital, tata Kelola desa wisata, itu yang kita lakukan untuk
pemanfaatan DAK non fisik. untuk DAK diserahkan oleh kementerian
secara bertahap”.
(Wawancara dengan AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Selama kurang lebih tiga tahun mendapat DAK fisik dari Kementerian

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, namun pada tahun lalu tertahan karena

ada persyaratan yang diminta oleh kementerian untuk mr plan wisata yang

tidak sesuai dengan standar kementerian dan diminta untuk merevisi agar

Kembali mendapat Dana Alokasi Khusus Fisik.

“Kita ada dana DAK fisik selama kurang lebih tiga tahun yang lalu
dari kementerian, namun tahun lalu kita sudah tidak dapat karena ada
persyaratan yang diminta oleh kementerian untuk mr plan wisata yang
tidak sesuai dengan standar kementerian, jadi kita revisi dulu agar Kembali
mendapat dana DAK fisik”
(Wawancara dengan AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
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Alokasi Khusus Non fisik ini diatur dalam Perbup Kabupaten Bulukumba

nomor 21 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Bulukumba Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran

2019 yaitu Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba pada kegiatan

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terjadi

penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan

anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK)

dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme

bidang pariwisata terjadi penyesuain rincian belanja berdasarkan petunjuk

teknis penggunaan DAK Non Fisik dana pelayanan kepariwisataan.

3. Pembangunan Kota

Tujuan dari Pembangunan kota adalah untuk menciptakan lingkungan

tempat tinggal sekaligus tatanan kehidupan bermasyarakat yang

berkualitas. Menciptakan kondisi dimana setiap orang merasa aman dan

nyaman untuk tinggal dan hidup di area perkotaan. Kabupaten Bulukumba

merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah

administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba memiliki

beberapa potensi pariwisata.

Seperti yang diketahui bahwa Sektor pariwisata memiliki peranan

penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengurangi jumlah

pengangguran dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah. Baru-baru
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ini, pemerintah membangun sebuah tempat wisata baru sebagai wujud

Pembangunan kabupaten Bulukumba dari sektor pariwisata.

“Sekarang pak bupati membangun Pantai merpati, Pantai merpati
mulai di bangun tahun ini (2023) di PU dan Tata Ruang itu untuk
pengembangan pariwisata di kabupaten bulukumba. kemudian ada bantuan
dari provinsi untuk kuliner, yaitu kuliner peti kemas yang ada di Pantai
merpati. itu ada bantuan dari Dinas Perindustrian Provinsi”
(Wawancara dengan bapak AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber AA yang

mengatakan bahwa untuk Pembangunan kota dalam bidang pariwisata,

pemerintah Kabupaten Bulukumba membangun Pantai Merpati yang

mulai di garap pada tahun 2023. Pembangunan Kawasan Pantai Merpati

Kabupaten Bulukumba akan menjadi ikon baru Kabupaten

Bulukumba. Pantai Merpati ditarget akan menjadi Kawasan Wisata, Pusat

Kuliner dan Ruang Publik yang diharapkan rampung pada tahun 2024

mendatang.

Pembangunan Kawasan Pantai merpati merupakan ide dari pemerintah

kabupaten Bulukumba sebagai Kawasan wisata baru yang ada di

Kabupaten Bulukumba. Pembangunan Kawasan wisata Pantai merpati ini

guna untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Penataan Kawasan

pantainya-pun dibuat agar multifungsi yaitu sebagai taman, sarana

olahraga dan Kawasan kuliner. kawsan Pantai merpati inipun menjadi

wadah bagi para pelaku UMKM dan Masyarakat pesisir untuk berkegiatan.
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Gambar 4.2 Kawasan Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba Provinsi
Sulawesi Selatan.
Sumber : Bulukumbakab.go.id

“Tatanan untuk destinasi wisata, kementerian lagi gencar-gencarnya
membuat pengembangan desa wisata, kita sudah 2 tahun ikut dan ada yang
lolos untuk desa wisata itu. yang pertama di 2021 untuk desa wisata alam,
kemudian tahun 2022 kita hanya sampai di 300 besar desa wisata andalan.
nanti di tahun ini (2023) baru masuk di 75 besar untuk pengembangan desa
wisata. sementara masih proses, kita tunggu malam puncak anugrah desa
wisata itu di agustus ini”.

Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang

menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Pengelolaan seluruh daya tarik

wisata yang tepat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa itu

sendiri. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga

masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah

Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak

yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata. Kabupaten
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Bulukumba telah dua tahun mengembangkan desa wisata dan pada tahun

2021 lolos untuk desa wisata alam. Kemudian pada tahun 2022 sampai

pada 300 besar desa wisata andalan. pada tahun 2023 masuk dalam 300

besar untuk pengembangan desa wisata.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang

diproduksi dalam Masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat

meningkat (Yasin, 2020).

Manfaat pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan per kapita

masyarakat yang dapat meningkatkan Pinjaman pemerintah yang lebih

kecil Adanya peningkatan pelayanan publik, Investasi meningkat Sebagai

evaluasi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi

ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka

panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator

keberhasilan pembangunan.

“Ada pembinaan ekonomi kreatif. jadi ada pelatihan pemasaran digital,
ada inovasi dan intentitas kuliner. kemudian kita juga melakukan
pendampingan terkait dengan konvensasi harga kenaikan bbm untuk
pelaku usaha ekonomi kreatif. jadi kita memberikan voucher bbm itu
untuk tiga bulan (selama covid) yang diambil langsung di spbu. jadi ini
adalah bantuan sosial untuk ekonomi kreatif”.
(Wawancara dengan bapak AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan Bersama dengan AA dapat

disimpulkan bahwa Upaya pemerintah kabupaten bulukumba dalam
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menopang pertumbuhan ekonomi dari segi kepariwisataan adalah dengan

melakukan pembinaan ekonomi kreatif dengan melakukan pelatihan

pemasaran secara digital. Pemasaran secara digital dilakukan

menggunakan media sosial. Dengan begitu, ada inovasi. Pembinaan

ekonomi kreatif di kabupaten bulukumba merangkul para pelaku usaha

dengan melakukan pelatihan dan pendampingan terkait dengan ekonomi

kreatif untuk meningkatkan perekonomian di kabupaten bulukumba.

“Ada perbup tentang penarikan retribusi secara elektronik, di tanjung
bira, kemudian ada asuransi yang bekerjasama dengan jasa raharja untuk
wisatawan yang sudah di amahkan dalam undang-undang no 9 tahun 2010
tentang kepariwisataan jadi itu harus di implementasikan di lapangan.
kemudian ada Kerjasama dengan bank BNI dan Mandiri, bisa membayar
secara digital dengan cara scan barcode”.

(Wawancara dengan AA pada tanggal 04 Agustus 2023).

Di tempat wisata tanjung bira telah menerapkan penarikan retribusi

secara elektronik dengan cara scan barcode. Sebagai bentuk Kerjasama

antara pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan PT Bank Negara

Indonesia (Persero), pihak dari Bank BNI telah menyediakan layanan

kartu Tapcash yang dapat digubakan pengunjung untuk membayar

retribusi pada pintu masuk Kawasan Pantai bira. Pengunjung membayar

retribusi sekitar 15 ribu perkepala. TapCash merupakan Uang Elektronik

pengganti Uang Tunai yang dapat diisi ulang, dapat digunakan untuk

pembayaran pada merchant-merchant kerjasama BNI. Layanan ini

memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan
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transparansi publik melalui sistem elektronik, serta memudahkan dalam

efisiensi pengelolaan sistem.

Gambar 4.3 Kawasan Wisata Tanjung Bira

Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba melakukan terobosan dengan

memberikan asuransi kepada para pengunjung kawasan Wisata Bira.

Dinas Pariwisata menggandeng PT Jasa Raharja Putera melalui perjanjian

kerjasama dilakukan Kepala Dinas Pariwisata dengan Kacab PT

JasaRaharja Putera Cabang Makassar. Pemerintah bekerjasama dengan

asuransi Jasa Raharja untuk wisatawan yang sudah di amanahkan dalam

undang-undang no. 9 tahun 2010 tentang kepariwisataan untuk

memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan
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keselamatan kepada pengunjung yang harus di implementasikan di

lapangan.

Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN)

yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi

penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan

kaki. UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak

atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas

jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat

angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di

dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi

kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini

para penumpang kendaraanbermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi

pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya

tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi

maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No

34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau

pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja

menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

Asuransi bisa memberikan proteksi pada hal-hal yang tidak diinginkan.

seperti kehilangan ataupun kerusakan akibat berbagai hal. Asuransi sangat

penting saat berwisata baik di dalam maupun luar negeri, asuransi

perjalanan bisa melindungi diri dan keluarga dari situasi yang tidak
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terduga. Misalnya saja, ketika mengalami keterlambatan penerbangan,

kehilangan bagasi, ataupun saat berhadapan dengan situasi darurat medis.

Pertumbuahan ekonomi di kabupaten bulukumba memberdayakan

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan cara memfasilitasi

produk lokal asli Bulukumba untuk tembus atau terpajang di pasar ritel

modern dan terintegrasi dengan aplikasi Ojek Pinisi dalam melakukan

promosi dan pemasaran secara digital. Hal ini adalah Upaya untuk

memajukan dan mensejahterahkan para pelaku UMKM yang ada di

Kabupaten Bulukumba secara konsisten dan Sustainable (Berkelanjutan).

Adanya Kerjasama antara pemerintah dan peritel modern ini juga menjadi

wadah promosi produk buatan asli dari daerah bulukumba kepada

wisatawan yang berkunjung.

“Menurut saya hal yang menarik di Tanjung bira ini adalah pantainya
yang bersih dan pengelolaannya yang tertata. kemudian hal menarik
lainnya adalah di Tanjung Bira ini tidak hanya Pantai Tanjung bira, tetapi
ada juga Pantai Bara, Pantai Panrang Luhu, Pantai Kaluku, Pantai Kasuso,
Pantai Mandala Ria, Pantai Marumasa dan Wisata Phinisi di Tanah Beru”.

(Wawancara dengan W pada tanggal 04 Agustus 2023).

“Potensi pariwisata yang ada di kabupaten Bulukumba ini sangat
banyak dan apabila terus dikembangkan akan berdampak baik bagi
keberlangsungan pariwisata di Bulukumba. Hal itu juga akan berpengaruh
pada pendapatan daerah dan perekonomian Masyarakat karena dapat
menciptakan lapangan pekerjaan baru khususnya yang tinggal di daerah
sekitaran tempat wisata”.

(Wawancara dengan MA pada tanggal 23 Agustus 2023).
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Gambar 4.4 Kawasan Wisata Pantai Bira

Dari hasil wawancara dengan W dan MA menyatakan bahwa potensi

pariwisata di kabupaten bulukumba sangat bagus. Jika pengelolaannya

bagus dan tertata, maka hal tersebut akan menarik lebih banyak

pengunjung. Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan faktor lain yang berpengaruh terhadap

pariwisata, yaitu nilai tukar dan inflasi. Hal ini berarti bahwa peningkatan

penerimaan pariwisata meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak

lain dari dikembangkannya pariwisata adalah meningkatnnya pendapatan

Masyarakat, peluang kerja yang semakin banyak, dan hal tersebut juga

berpengaruh terhadap pendapatan dan Pembangunan pemerintah

terkhusus di kabupaten Bulukumba.
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Pembangunan pariwisata di suatu daerah tentu erat kaitannya dengan

peran pemerintah, sektor pariwisata tidak akan berkembang dengan baik

tanpa adanya campur tangan dari pemerintah seperti perbaikan akses,

memperluas berbagai bentuk fasilitas, adanya koordinasi antara

pemerintah dengan pihak swasta dan mencari wisatawan dan juga

melakukan promosi. Hal ini tentu dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam hal

tersedianya lapangan pekerjaan yang baru, meningkatnya pendapatan dari

sektor pariwisata, serta terjalinnya kebersamaan antara Masyarakat lokal

wisatawan.

C. Pembahasan

1. Internasionalisasi Modal

Sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan

untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Sarana

bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti

saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen pasar modal lainnya.

Internasionalisasi modal merupakan sebuah bisnis yang menjadi

primadona di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan bisnis tersebut

melibat keuangan berbagai Perusahaan-Perusahaan besar lainnya. Dalam

pengelolaan pariwisata di kabupaten Bulukumba, Dalam pengelolaan

pariwisata di kabupaten Bulukumba, belum sampai pada Internasionalisasi

pasar modal. jadi pengelolaan dan pendanaan masih dipegang oleh
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pemerintah dan pengelola serta mendapat bantuan dari pemerintah dan

provinsi maupun dari kementerian.

2. Restrukturasi Regional dan Nasional

Restrukturisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang perlu

dilakukan organisasi/perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap

berbagai aspek di dalam organisasi/perusahaan agar organisasi lebih

berdaya. Restrukturisasi regional dan nasional merupakan penataan

kembali agar struktur dan tatanannya menjadi baik dimulai dengan

peningkatan kualitas SDM.

Secara makro, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan guna

mencapai tujuan Pembangunan pariwisata yang mencakup perencanaan,

pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan secara mikro, kualitas SDM

perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil optimal, seperti perencanaan

pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja.

Kabupaten Bulukumba mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK)

fisik maupun non-fisik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

untuk dana DAK non fisik di dapat untuk meningkatkan sumber daya

manusia (SDM) di bidang kepemanduan, peningkatan kualitas SDM di

bidang pasaran digital, peningkatan kualitas SDM di bidang tata Kelola

desa wisata.

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Alokasi Khusus Non fisik ini diatur dalam Perbup Kabupaten Bulukumba

nomor 21 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Bulukumba Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran

2019 yaitu Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba pada kegiatan

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata terjadi

penyesuaian rincian belanja sesuai hasil rekon Rencana Kegiatan dan

anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (RK DAK)

dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme

bidang pariwisata terjadi penyesuain rincian belanja berdasarkan petunjuk

teknis penggunaan DAK Non Fisik dana pelayanan kepariwisataan.

3. Pembangunan Kota

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha

pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar

oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan

bangsa. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal

sekaligus tatanan kehidupan bermasyarakat yang berkualitas.

Kabupaten Bulukumba telah dua tahun mengembangkan desa wisata

dan pada tahun 2021 lolos untuk desa wisata alam. kemudian pada tahun

2022 sampai pada 300 besar desa wisata andalan. pada tahun 2023 masuk
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dalam 300 besar untuk pengembangan desa wisata. seperti yang diketahui

bahwa Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang

menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Pengelolaan seluruh daya tarik

wisata yang tepat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa itu

sendiri. Sesuai dengan prinsip utama dalam desa wisata, yaitu desa

membangun.

Pembangunan Kawasan Pantai merpati merupakan ide dari pemerintah

kabupaten Bulukumba sebagai Kawasan wisata baru yang ada di

Kabupaten Bulukumba. Pembangunan Kawasan wisata Pantai merpati ini

guna untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat. Penataan Kawasan

pantainya-pun dibuat agar multifungsi yaitu sebagai taman, sarana

olahraga dan Kawasan kuliner. kawsan Pantai merpati inipun menjadi

wadah bagi para pelaku UMKM dan Masyarakat pesisir untuk berkegiatan.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian

suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik

selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga

sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan

ekonomi selama ini sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan

daerah fasilitas-fasilta publik dan pembangunan infrastrukut meningkatkan

pelayanan kulitas msyarakat kepada daya tarik bagi semua investor (Yasin,

2020).
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Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang

berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per

kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi

tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Upaya pemerintah kabupaten bulukumba dalam menopang

pertumbuhan ekonomi dari segi kepariwisataan adalah dengan melakukan

pembinaan ekonomi kreatif dengan melakukan pelatihan pemasaran secara

digital. Pemasaran secara digital dapat diartikan sebagai kegiatan

pemasaran atau promosi suatu merek atau brand produk atau jasa yang

dilakukan melalui media digital dengan begitu, ada inovasi dari pemsaran

dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi.

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan

produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan

gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam

membangunnya. Contoh dari ekonomi kreatif adalah kerajinan, kuliner,

fashion, film, periklanan, seni pertunjukkan, dan masih banyak lagi.

Ekonomi kreatif memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan dan

memperkuat identitas budaya mereka. Karya seni, musik, desain, dan

produk kreatif lainnya dapat mencerminkan kekayaan budaya suatu

masyarakat dan menghargai keragaman budaya yang ada.

Pemerintah bekerjasama dengan asuransi Jasa Raharja untuk

wisatawan yang sudah di amanahkan dalam undang-undang no. 9 tahun

2010 tentang kepariwisataan untuk memberikan kenyamanan, keramahan,
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perlindungan keamanan dan keselamatan kepada pengunjung yang harus

di implementasikan di lapangan.

Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN)

yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi

penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan

kaki. UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan bahwa korban yang berhak

atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas

jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat

angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang atau mereka yang berada di

dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi

kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini

para penumpang kendaraanbermotor dan sepeda motor pribadi. Bagi

pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya

tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka baik pengemudi

maupun penumpang kendaraan tersebut tidak dijamin dalam UU No

34/1964 jo PP no 18/1965 termasuk korban pejalan kaki atau

pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja

menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
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A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Internasionalisasi Modal diperoleh hasil bahwa internasionalisasi modal

belum diterapkan di sektor pariwisata kabupaten bulukumba.

2. Restrukturasi Regional dan Nasional diperoleh hasil bahwa bentuk

penataan Kembali yang dilakukan pemerintah adalah dengan

memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik dari

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan

tatanan pariwisata yang ada di kabupaten Bulukumba.

3. Pembangunan Kota diperoleh hasil bahwa pemerintah kabupaten

Bulukumba telah melakukan Pembangunan dan penataan Kawasan yang

memiliki potensi menjadi tempat wisata baru.

4. Pertumbuhan Ekonomi diperoleh hasil bahwa Upaya pemerintah

kabupaten bulukumba dalam menopang pertumbuhan ekonomi dari segi

kepariwisataan adalah dengan melakukan pembinaan ekonomi kreatif dan

berupaya untuk memberdayakan pelaku UMKM.

B. Saran

1) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan adanya promosi, serta

komunikasi dan pembinaan terhadap industri pariwisata, sehingga nantinya

kontribusi jumlah wisatawan terhadap pendapatan sektor pariwisata lebih

besar.
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2) Melakukan pengawasan terhadap retribusi sektor pariwisata sesuai dengan

perda. Serta melakukan penataan objek wisata.

3) Pengembangan objek wisata dengan melestarikan tradisi, nilai, dan adat

istiadat melalui penyelenggaraan event-event daerah. Sehingga objek

wisata yang ada dapat optimal menyerap wisatawan yang tujuannya untuk

meningkatkan pendapatan pariwisata.
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